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ABSTRAK

Latar belakang yang mendasari penelitian ini ialah permasalahan yang terjadi
mengenai proses pembayaran uang sewa lahan yang tidak dilakukan oleh penyewa lahan
selama beberapa waktu sehingga terdapat beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan
pelaksanaan sewa lahan di Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Penelitian ini memiliki
tujuan untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Sewa Lahan di Distrik
Navigasi Kelas I Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
kualitatif dengan eksplanasi deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
ialah data perimer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model
implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn yang memiliki enam aktivitas penting
sebagai pedoman untuk melihat apa yang telah dilakukan atau telah terlaksana dalam
implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen
pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar-
organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil
penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pelaksanaan
sewa lahan di Distrik Navigasi Kelas I Palembang belum terlaksana dengan baik karena
masih memiliki kendala dalam proses pelaksanaannya.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pelaksanaan. Sewa, Lahan, Distrik Navigasi
Kelas I Palembang
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ABSTRACT

The background that underlies this rescarch is the problem that occurs regarding the
land rent payment process that has not been carried out by land tenants for some time so that
there are several obstacles in the implementation of land lease implementation policies in the
Class I Navigation District of Palembang. This study aims to determine the i_mplerqcntation
process of the Land Lease Implementation Policy in the Class I Navigation District of
Palembang. The method used in this research is a qualitative method with descriptive
explanation. Sources of data used in this study are perimer data and secondary data obtained
through observation, interview, and documentation collection techniques. The theory used in
this research is the Van Metter and Van Hom policy implementation model theory which has
six important activities as a guide to see what has been done or has been implemented in
policy implementation, namely the size and objective of policies, resources, characteristics of
implementing agents, attitudes the disposition of the implementers, inter-organizational
communication and the activities of the executor as well as the social, economic and political
environment. The results found in this study are the implementation of land lease
implementation policies in the Class I Navigation District of Palembang has not been
implemented properly because it still has obstacles in the implementation process.

Keywords: Policy Implementation, Lease Implementation, Land, Palembang Class I
Navigation District
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pada dasarnya merupakan lembaga yang mempunyai wewenang dan
kekuasaan dalam menetapkan peraturan apapun itu. Meskipun pemerintah mempunyai
wewenang dan kekuasaan yang luas namun pemerintah harus tetap berorientasi kepada
kepentingan masyarakat secara umum. Pemerintah yang sesungguhnya merupakan lembaga
negara yang melaksanakan tugas dan wewenang dengan memegang teguh prinsip untuk
menciptakan kesejahteraan serta ketentraman di dalam masyarakat. Setiap kebijakan dibuat
atas dasar kepentingan bersama yang diharapkan mampu memberikan dampak yang baik
kepada masyarakat. Karena dalam hal ini kepentingan masyarakat menjadi orientasi bagi
pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Setiap tindakan yang menyangkut kepentingan

masyarakat luas diatur oleh pemerintah secara hukum.

Salah satu instansi pemerintah yang ada di Indonesia adalah Distrik Navigasi. Instansi
tersebut merupakan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang perhubungan. Instansi
tersebut diatur langsung oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Di Indonesia terdapat
beberapa Kantor Distrik Navigasi yang mengatur mengenai berbagai kegiatan kenavigasian
serta keselamatan pelayaran di wilayah laut Indonesia. Lembaga tersebut sangat berperan
penting dalam terlaksanya kegiatan kenavigasian. Setiap Kantor Distrik Navigasi mempunyai
wilayah masing-masing yang menjadi tanggung jawab dari lembaga tersebut. Salah satu
Distrik Navigasi yang ada di Indonesia adalah Distrik Navigasi Kelas | Palembang. Instansi
tersebut berada di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Blinyu No. 9
Boom Baru, Palembang Sumatera Selatan. Instansi tersebut mempunyai wewenang dan
tanggung jawab penuh mengenai wilayah maritim di Kota Palembang. Selain itu instansi
tersebut juga bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pelayanan keselamatan

1



pelayaran yang ada di Kota Jambi dan Kota Pangkal Pinang. Hal tersebut menuntut instansi
tersebut harus mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenang

yang ditetapkan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Distrik Navigasi Kelas | Palembang tersebut
dibagi menjadi beberapa bidang. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM 30 Tahun 2006 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Distrik Navigasi Pasal 5. Bidang-bidang tersebut diantaranya adalah bidang
tata usaha, bidang operasi dan bidang logistik. Bidang-bidang tersebut mempunyai tugas dan
fungsi yang berbeda sesuai dengan ketetapan yang telah berlaku. Bidang tata usaha
mempunyai tugas dan fungsi yaitu untuk melaksanakan beberapa urusan, yaitu urusan
keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat,

pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi serta penyusunan laporan.

Sedangkan bidang operasi mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda yaitu untuk
melaksanakan penyusunan rencana, program, pengoperasian, pemeliharaan, pengawasan,
analisis, evaluasi dan penyusunan laporan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi
pelayaran, kapal negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut, survey
hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan. Begitu pula halnya dengan bidang logistik
yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu yaitu untuk melaksanakan penyusunan rencana
kebutuhan dan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan
peralatan untuk penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran,
kapal negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut, survei hidrografi,
serta pemantauan alur dan perlintasan. Dengan pembagian tugas dan fungsi yang dilakukan
diharapkan agar lembaga tersebut mampu menyelesaikan tanggung jawab dengan baik.
Selain pembagian tugas dan fungsi yang harus dilakukan, hal yang turut mendukung

terlaksananya tanggung jawab yang dimiliki Distrik Navigasi Kelas | Palembang adalah



tersedianya barang-barang yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap
bidang. Barang-barang tersebut diperoleh lembaga tersebut dari anggaran yang telah
dikhususkan pemerintah untuk mendukung sebuah lembaga dalam rangka menjalankan tugas
dan fungsinya. Secara umum, barang-barang tersebut disebut sebagai barang milik negara
karena dalam hal ini diperoleh dari anggaran negara. Barang milik negara dalam hal ini dapat

berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

Namun, meskipun anggaran telah dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan serta
pembagian tugas dan fungsi yang telah dilakukan pada setiap bidang yang ada di Distrik
Navigasi Kelas | Palembang tidak menjamin lembaga tersebut terbebas dari permasalahan.
Seperti halnya lembaga pemerintah lainnya, lembaga tersebut juga mempunyai permasalahan
yang belum terselesaikan dengan baik. Salah satu permasalahan yang ada di Distrik Navigasi
Kelas | Palembang yaitu mengenai barang milik negara. Pemerintah dalam hal ini
mencanangkan anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi barang-barang yang
diperlukan. Selain itu, tujuan lain dari pemberian dana tersebut bukan hanya dalam hal
pemenuhan kebutuhan akan barang tersebut. Namun juga mengenai seberapa besar manfaat
yang dapat diperoleh dari barang tersebut. Barang-barang yang diberikan harus mampu
memberikan manfaat baik secara luas maupun secara sederhana kepada lembaga tersebut.
Peraturan mengenai pemanfaatan barang milik negara diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemanfaatan Barang Milik Negara.



DIIJLEN FEKHUBUNGAIN LAU I

SUMATERA SELATAN b. Kd. Barang : 2.01.03.09.999. 6
KARTU IDENTITAS BARANG
(KIB)
BIDANG ‘TANAH
KELOMPOK : LAPANGAN
SUB KELOMPOK : TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI
SUB-SUB KELOMPOK : Tanah Untuk Bangunan Instalasi Lainnya
NAMA UAKPB : DISTRIK NAVIGASI KELAS I PALEMBANG
KODE UAKPB : 022.04.11.413293.000.KD
I. UNIT BARANG II. PENGADAAN
1.Luas tanah seluruhnya : 14,085 / 1.Cara Perolehan  : Reklasifikasi Masuk
2.Luas tanah untuk bangunan : 468 2.Dari g
3.Luas tanah untuk sarana : 0
lingkungan (jalan, taman dll) 3.Tgl. Perolehan 1 02-01-1987
4.Luas tanah Kosong ¥ 13,617 4.-Hargaper M2 :Rp 10,000
5.Lokasi : - Hrg Seluruhnya : Rp 140,850,000
Propinsi : SUMATERA SELATAN
- Dasar Harga : Harga Perolehan
Kota/Kabupaten *) : KOTA PALEMBANG
o e 5.Sumber Dana : NON APBN
Kelurahan/Desa *) : Sako No. DIPA No.
Tgl. -
Jalan :  Sako Raya No. 610
IV. NILAI/ HARGA LAINNYA
RT/RW/RK - 1. Nilai Buku
6.Tanda-tanda Batas Tanah : -HargaperM2 : Rp 1,259,000
-Utara  : - - Hrg Seluruhnya : Rp 17,733,021,000
-Timur @ -
- Selatan : - 2. Nilai Wajar
-Barat : - -HargaperM2 : Rp 0
7.Dokumen Kepemilikan : Bersertifikat atas nama Pemerintah Rl c.q - Hrg Seluruhnya : Rp 0
a. Nomor : Sertf Hak Pakai No.15 - 3. NJOP
b. Tanggal : 09 Desember 2009 -HargaperM2 : Rp 0
c. Penerbit : BPN Kota Palcmbang - Hrg Seluruhnya : Rp 0
IIL. UNIT PENGGUNA IV. CATATAN PENGISI
1.Nama Unit : DISTRIK NAVIGASIKELAS I PALEMBANG 1. Status : Digunakan scndiri untuk opcrasional
Penggunaan

2.Alamat * Sako Raya No. 610 2. Digunakan : Tanah SROP Penerima Kenten

oleh/ untuk *)
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Gambar 1.1 Kartu Inventaris Barang (KIB) Distrik Navigasi Kelas | Palembang

Sumber : Arsip Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Bidang Logistik Distrik Navigasi Kelas
| Palembang

Berdasarkan data Kartu Inventaris Barang atau yang biasa disingkat KIB di atas dapat

dilihat status lahan mulai dari luas lahan, status penggunaan, status kepemilikan serta harga



dan nilai dari lahan tersebut. Kartu Inventaris Barang (KIB) tersebut mampu menjelaskan
mengenai nilai yang sangat tinggi dari barang milik negara tersebut yang merupakan milik
Distrik Navigasi Kelas | Palembang. Dalam hal ini bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara
terdapat 5 macam bentuk pemanfaatan. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan
Barang Milik Negara yaitu pada pasal 5 yang menjelaskan mengenai bentuk Pemanfaatan

BMN yang berbunyi :

Bentuk Pemanfaatan BMN berupa :

a. Sewa;

b. Pinjam Pakai;

c. KSP;

d. BGS/BSG; dan

e. KSPI

Distrik Navigasi Kelas | Palembang melakukan salah satu bentuk Pemanfaatan

Barang Milik Negara yang berupa lahan dengan cara melakukan kegiatan sewa terhadap
lahan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
57/PMK.06/2016 Teantang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, objek sewa
barang milik negara meliputi tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.
Dalam hal ini lahan merupakan objek sewa barang milik negara yang termasuk dalam
kategori tanah. Kegiatan sewa yang dilakukan dalam bentuk penyewaan lahan kepada
masyarakat yaitu pedagang yang berjualan di depan lahan tersebut. Kegiatan sewa lahan yang
dilakukan dengan tujuan untuk menambah pendapatan negara melalui pembayaran sewa yang
dilakukan oleh pedagang tersebut. Dengan adanya kegiatan sewa lahan tersebut kedua pihak
akan merasa diuntungkan yaitu pedagang dalam hal ini mempunyai tempat yang resmi untuk

berjualan tanpa harus merasa cemas akan adanya tindakan yang tidak diinginkan di kemudian



hari. Sedangkan pihak Distrik Navigasi Kelas | Palembang juga akan merasa diuntungkan
karena mampu menambah pendapatan negara. Namun, dalam melakukan kegiatan sewa lahan
tersebut terdapat kendala yang berupa pedagang yang tidak melakukan pembayaran sewa
lahan sejak dibuatnya surat edaran oleh Kepala Distrik Navigasi Kelas | Palembang. Sesuai
dengan perjanjian awal sewa, pedagang harus melakukan pembayaran sewa jangka waktu 3
(tiga) bulan sekali. Surat edaran mengenai perjanjian sewa lahan tersebut telah diberikan
sejak april 2019. Dengan demikian sejak dibuatnya perjanjian sewa lahan tersebut maka
sudah terhitung 3 kali pembayaran yang harus dilakukan. Perjanjian sewa tersebut dilakukan
oleh 6 orang pedagang yang masing-masing setiap tiga bulan harus melakukan pembayaran
sewa sebesar Rp 500.000,00. Berdasarkan besaran pembayaran sewa tersebut, maka dapat
dilihat kerugian yang dialami oleh pihak Distrik Navigasi Kelas | Palembang. Hal tersebut
sangat tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan kebijakan sewa lahan tersebut. Tujuan
utama pembuatan kegiatan sewa lahan tersebut yaitu untuk menambah pendapatan negara

terkendala karena pedagang yang tidak melakukan pembayaran sewa lahan.

Distrik Navigasi Kelas | Palembang diharapkan mampu melakukan tindakan terhadap
pedagang yang tidak melakukan pembayaran sewa lahan tersebut secara tepat. Hal tersebut
dilakukan demi terciptanya keadaan saling menguntungkan diantara kedua pihak. Selain itu
pedagang yang melakukan sewa lahan tersebut harus mampu mengikuti aturan yang berlaku.
Mengingat bahwa lahan merupakan asset jangka panjang yang mampu memberikan manfaat
secara terus menerus kepada pemiliknya. Selain itu juga, pemanfaatan yang dilakukan tidak
hanya fokus pada BMN tersebut. Namun, akan terus dilakukan pada BMN lainnya setelah
manfaat dan keuntungan yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan

BMN tersebut.



1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah
bagaimana Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Sewa Lahan di Distrik Navigasi Kelas I

Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses Implementasi Pelaksanaan Sewa

Lahan di Distrik Navigasi Kelas | Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah dilakukan penelitian ini, maka diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa

pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian dalam rangka
mengembangkan ilmu implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan, pemahaman
dan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan sewa lahan di Distrik
Navigasi Kelas I Palembang agar dapat dilakukan secara efektif, efisien dan optimal

dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
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